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KEMEN-KP. Andon Penangkapan Ikan.
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ANDON PENANGKAPAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya
ikan secara tertib dan bertanggung jawab serta
meminimalisasi potensi konflik sesama nelayan andon
karena pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan
andon yang dilakukan secara berpindah-pindah dari satu
wilayah perairan ke wilayah perairan yang lain dengan
mengikuti ruaya ikan dan sesuai dengan iklim perairan,
perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon
Penangkapan Ikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon

Penangkapan Ikan;

Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 111)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan
penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal
penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal
penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10
(sepuluh) gross tonnage.

Andon Penangkapan lkan adalah kegiatan penangkapan
ikan di laut yang dilakukan oleh Nelayan dan Nelayan
Kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan
berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage
dengan daerah penangkapan ikan sesuai surat izin
penangkapan ikan andon dan tanda daftar kapal
perikanan untuk Nelayan Kecil andon.

Surat Izin Penangkapan lkan yang selanjutnya disingkat
SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal
perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat izin
usaha perikanan.

Surat Izin Penangkapan lkan Andon yang selanjutnya
disebut SIPI Andon adalah izin tertulis yang harus
dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan di luar  wilayah domisili
administrasinya.

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang
selanjutnya disebut TDKP adalah bukti tertulis yang
menyatakan bahwa kapal penangkap ikan tersebut
dimiliki oleh Nelayan Kecil.

Tanda Daftar Kapal Perikanan Andon untuk Nelayan
Kecil yang selanjutnya disebut TDKP Andon adalah bukti

tertulis yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan
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10.

11.

12.

13.

14.

tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil untuk melakukan
penangkapan ikan di luar wilayah domisili
administrasinya.

Penangkapan lkan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,
mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kapal Penangkap lkan adalah kapal perikanan yang
digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan,
termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan,
dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat
Penangkapan Ikan.

Surat Tanda Keterangan Andon yang selanjutnya
disingkat STKA adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas provinsi tempat domisili Nelayan atau Nelayan
Kecil yang menyatakan bahwa Nelayan atau Nelayan
Kecil akan melakukan Andon Penangkapan Ikan.

Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang
diizinkan untuk beroperasi di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia berdasarkan
alokasi sumber daya ikan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang

bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

Andon Penangkapan lkan dilakukan oleh Kapal Penangkap

Ikan berukuran paling besar 30 (tiga puluh) gross tonnage.

(1)

Pasal 3
Andon penangkapan ikan dilakukan berdasarkan

kesepakatan bersama antargubernur.



(2)
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Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama

Penangkapan lkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang

ditunjuk.

Perjanjian kerja sama Penangkapan lkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. alat penangkap ikan, ukuran Kapal Penangkap Ikan,
dan jumlah Kapal Penangkap Ikan;

c. jumlah awak kapal dan jumlah Nelayan dan/atau
Nelayan Kecil yang akan melakukan Andon
Penangkapan Ikan;

d. pelabuhan pangkalan sebagai tempat pendaratan
ikan sesuai dengan SIPI Andon dan TDKP Andon;

e. persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan;

f.  tanggung jawab para pihak;

g. jangka waktu perjanjian kerja sama Penangkapan
Ikan;

h. musim dan target ikan; dan

i.  evaluasi.

Penyusunan kesepakatan bersama dan penyusunan

perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan
estimasi potensi dan jumlah tangkapan sumber daya
ikan yang diperbolehkan.
Perjanjian kerja sama Penangkapan Ikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan

mempertimbangkan Alokasi Usaha.



